
       

	

 

 

BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR 238 / X /TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang 
bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu 
pengukuran kinerja yang jelas; 

  b.  bahwa untuk keperluan pengukuran kinerja perlu adanya 
variabel yang dinamakan Indikator Kinerja Utama; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja 
Utama Pemerintah  Kabupaten Luwu Timur. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 



       

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Rancana Pembangunan Jangka 
Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-20021.  

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 
TIMUR. 

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Bupati ini;  

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di 
dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya.  

    

   Ditetapkan di Malili 
   pada tanggal 15 Oktober 2018 

                                                                      BUPATI LUWU TIMUR, 

      

                                                

  MUH. THORIG HUSLER 


